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RINGKASAN

Titi Dewanti Kellina, Hukum Pidana, Fakultas Hukumtdnvirsitas
Brawijaya, Februari 2013, Pelaksanaaan Kegiatan Kerja Bagi Klien
Pemasyarakatan, Eny Harjati, S.H.M.H., Dr.Nurini Aprilianda, S.M,H

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tenté&elaksanaan
Kegiatan Kerja Bagi klien Pemasyarakatan. BAPASmmenyai peran yang
penting dalam memberikan bimbingan terhadap lgEmasyarakatan yaitu salah
satunya memberikan bimbingan kegiatan kerja. Tujdan penelitian yang
dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan mengaalbagaimana
pelaksanaan kegiatan kerja yang diberikan BAPAS\d&ka serta upaya yang
dilakukan BAPAS Kelas 1 Malang dalam menjalankaogpm bimbingan
terhadap Klien Pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Mdu#dsiologis dengan
maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact4figidiidentifikasi (problem-
identification penyelesaian masalah (problem-soh)ti Pendekatan ini
dipergunakan untuk mengetahui dan menganalisa $elakn kegiatan kerja
bagi klien pemasyarakatan dalam mewujudkan tujusiers pemasyarakatan.
Sebagaimana yang diatur dalam UU. No 12 tahun 1995.

Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyanalditBAPAS Kelas 1
Malang dilaksanakan dengan cara memberi bekal teegikerja kepada klien,
agar ketika mereka kembali kedalam lingkungan pgarakatan mereka
memiliki kemampuan dan manusia yang bertanggundjaw&endala yang
dialami oleh BAPAS Klas 1 Malang dalam melaksanakegiatan kerja bagi
klien pemasyarakatan meliputi kendala internal mMakabuh BAPAS sendiri,
yaitu: Kuantitas SDM BAPAS, Berkomunikasi, Luas ®i&h. Sementara kendala
eksternal diluar BAPAS meliputi :Anggaran, Wargatzn kurang mau mengikuti
kegiatan kerja, ketidakjelasan alamat. Upaya BARABM menghadapi kendala
tersebut adalah kendala internal yaitu dengan BARAS meningkatkan SDM
kuantitas BAPAS, mempelajari bahasa madura, darrfasama dengan pemkot
dimana klien berada. Upaya dalam Eksternal yaitmagsimal mungkin
digunakan anggaran yang ada, memotifasi klien ag@an mengikuti kegiatan
kerja terutama yang tidak memiliki kemampuan saekalg dan Mencatat alamat
klien dengan lengkap agar mudah dikunjungin.Bagn&tah:Disarankan agar
Pemerintah dapat menambahkan anggaran dana BARBASGtidak menghambat
pelaksanaan kegiatan kerja klien pemasyarakataardbikan agar pegawai
BAPAS sumber daya Manusia pegawai BAPAS dapat tidnkan, agar tidak
kekurangan untuk melakukan pembimbingan terhadagn kbemasyarakatan.
Bagi BAPAS :Perlu peningkatan pelatihan bagi pegaB&PAS untuk
meningkatkan SDM BAPAS, untuk memenuhi kebutuhanikopsg/
pembimbingan, perlu memperbanyak kerjasama terhiagdéipusi diluar BAPAS,
agar dapat berjalan dengan baik, menambah vag&al bimbingan kerja.
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PENDAHUL UAN

A. Latar belakang

Berbagai macam pidana sering terjadi di masyaddaat disebabkan dari
berbagai hal, misalnya saja mereka melakukan heaeltat karena harus
memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menungreka untuk melakukan
perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukabug@an pidana atau
kejahatan ini disebabkan karena faktor ketururRRerbuatan pidana yang terjadi
tersebut harus, mendapat hukuman yang setimpakaianbang atas perilaku atau
perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapatsariakketertiban, ketentraman

dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapaaddak.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atautddigabut sebagai
penyelewengan terhadap norma yang tidak disepa&atyata menyebabkan
terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupanusi. Penyelewengan
yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap selsagau pelanggaran dan
bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalamupaim manusia merupakan
gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh satiapusia, masyarakat, dan
bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, balej@h&an hanya dapat

dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantasasht

! Bambang waluyoPidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,hal.1



Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satara c
menanggulanginya dengan cara menerapkan hukumapi@@ari hukum pidana
ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapalinthengi masyarakat
terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yarigkukan kejahatan.

Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukuilifoyang memuat atau
berisi ketentuan tentarig.

1. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbysggbuatan
tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi bgnaaaa(straf) bagi
yang melanggar peraturan itu.

2. Syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harudagiesi pelanggar untuk
dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam lgaaagan perbuatan
yang dilanggarnya.

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau haruku#ida negara
melalui alat-alat perlengkapannya terhadap yangndisa dan didakwa
sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usgfsaaamenentukan,
menjalankan, dan melaksanakan sanksi pidana terheolenya, serta
tindakan dan upaya yang boleh dan harus dilakukeim tersangka atau
terdakwa pelanggar hukum tersebut.

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengddar
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapgitdéedan terpeliharanya

ketertibar’

Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya,Bina
Aksara, Jakarta, 1987,hal.29

¥ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, PT. Raja Grafindo, Jambatan,
Jakarta,1985,hal.2

* Adami Chazawi,Stelsel Pidana Indonesia, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, Malang,1999 hal.15



Jenis-jenis Pidana dalam Pasal 10 KUHP terdiri dtas dua yaitu
pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidgremjara, pidana
kurungan,pidana denda, pidana tutugaadua pidana tambahan yang terdiri dari
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangepésaentu, pengumuman
putusan hakim.Namun pada umumnya hakim lebih sering memutusidanp
penjara pada seorang terdakwa yang selanjutnyadaes tersebut akan
kehilangan kebebasan untuk sementara dan menathminya di dalam penjara.

Narapidana bukan sebagai objek, melainkan jugaekulpng tidak
berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktatdapelakukan kesalahan
atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemahirterhadap napi sangat
diperlukan untuk memberantas faktor-faktor yangadapenyebabkan narapidana
tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengaonty kesusilaan, agama,
atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang ddjianakan pidan.

Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menkgada
Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesaliasperbuatan yang telah
dilakukannya dan mengembalikannya menjadi wargayanakat yang baik, taat
kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai morapsial dan keagamaan,
sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aeib,dan damai.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan ma¢agah dan batas
serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatdashekan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, ydnmpaddan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Sigtemasyarakatan yang sudah

dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus digppleh payung hukum supaya

® pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana
® C.I. Harsono HsSistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta:Djambatan.1995 hal.18-19
7 . .

ibid



lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang p@m@p sistem

pemasyarakatan tetrsebut adalah Undang-Undang Nbab2n 1995 tentang
pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan uenmpenguatkan usaha-
usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyaraiatan merupakan tatanan
pembinaan bagi waga binaan pemasyarakatan.

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemaskatan adalah
bersatunya kembali klien Pemasyarakatan dengan amest, sebagai warga
negara yang baik dan bertanggungjawab, sehinggerd&edan mantan warga
binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya gikemnamau dan mampu untuk
ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknyaujusenghambat dalam
pembangunan.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebagai ujung tonpeddksanaan
pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tugraebut diatas, melalui
pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalaangédn peran Lembaga
Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabil@gsefpemasyarakatan yang
melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan wegabpemasyarakatan
dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Bewasstan tersebut
sebagai Fungsional Penegak Hukum dan hal ini selumgjan Pasal 8 UUP yang
menyatakan bahwa “ petugas pemasyarakatan adgkttapéungsional penegak
hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaambimbingan, dan
pengamanan wargabinaan”.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untulgemebalikan warga
binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baikbgrgguan untuk melindungi

masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tirgldkna oleh wargabinaan



Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dam lyagig tidak terpisahkan
dari nilai-nilai yang terkandung dalam PancaSila.

Untuk melaksanakan pembinaan didalam LAPAS tersaljoerlukan
adanya suatu program agar proses pembinaan dapatpde Sedangkan
pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan @alai Pemasyarakatan
(BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tah®951 tentang
Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah Suamata untuk
melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Balmiasyarakatan (BAPAS)
sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggara&bagian dari tugas pokok
Direktoral Jendral Pemasyarakatan dalam menyeleakga pembimbingan klien
pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan géregyikan macam-macam,
mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, ddemlan, sampai pada
pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dantujuan agar klien dapat
hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai wang@ara serta
bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, aggratd memperbaiki diri
sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive)

Balai Pemasyakaratan (BAPAS) juga mempunyai peramng ypenting
dalam memberikan bimbingan terhadap para narapigang telah memperoleh
pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pesgawang khusus. Dalam
Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa peagaw terhadap
narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyamtatdian kepada yang
berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah saungdalah Balai

Pemasyarakatan (BAPAS).

® Adi Sujatno,Sistem Pemasyarakatan Indonesia M embangun Manusia M andiri,Jakarta:
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department HdamHAM RI, 2004. Hal.21



Contoh kasus yang ada di BAPAS Kelas 1 Malang id{sibn atau
narapidana yang diberikan pelatihan pekerjaan yagkerja di bengkel milik
BAPAS Kelas 1 Malang agar klien pemasyarakatan itileénibekal untuk
memenuhi  kebutuhan  hidupnya serta menjadi wargaaegayang
bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian diatas dalam skripsi ini akbalds tentang

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyar akatan

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan kerja bagi Klienapganakatan di
Bapas Malang?

2. Apa yang menjadi hambatan BAPAS Malang dalam palzsn kegiatan
kerja dan upaya yang dilakukan BAPAS Malang untukngatasi

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja bagi pémasyarakatan?

B. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pekaksdw®giatan kerja
klien pemasyarakatan di BAPAS Malang.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganhésabatan BAPAS
Malang dalam pelaksanaan kegiatan kerja bagi demasyarakatan dan
untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang digakBIAPAS Malang
untuk mengatasi hambatan dalam pemberian kegiag¢ga bagi klien

pemasyarakatan.



C. Manfaat Penélitian
1. Secara Teoritis :
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunadademis
yaitu agar dari penelitian ini dapat dijadikan wa&aru dan dapat
membawa manfaat dalam mengembangkan pemahaman ilmu
hukum yaitu Hukum Pidana khususnya bidang limu Rgho
2. Secara Praktis :
a. Bagi Balai Pemasyarakatan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukaam
upaya pembinaan dan pembimbingan narapidana.
b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masiiepada
pemerintah untuk dapat memberikan perhatian yaibgh le

serius terhadap masalah ini.

D. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan pemahaman tugas akhir ini maka dkmaikan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakangplala yang memuat
alasan pentingnya penelitian yang akan dilakulkam faktor-faktor yang
mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan gsalahan yang ada,
rumusan masalah yang memuat pertanyaan singkgtrganjelaskan apa

yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang a@ag hendak dicapai



dalam penelitian, serta manfaat penelitian yanggueikan kegunaan
dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB Il : TINJAUAN PSTAKA
Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Tdafjuan Pemidanaan,
Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan Berdasarkao 4@ tahun 1995,
Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana, Tinjauan UmuralaiB
Pemasyarakatan (BAPAS) dan Tinjauan Umum Pelaksakaiatan

Kerja bagi Klien Pemasyarakatan.

BAB Ill : METODE PHRLITIAN
Bab ini berisi mengenai jenis dan metode pendekwtang digunakan
peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi peralityang ditunjuk
peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengganb data dan
populasi serta proses analisa data yang digund&hrpeneliti.

BAB IV : PEMBAHASAN
yang terdiri dari gambaran umum dari Balai Pemasdiaan (BAPAS)
Malang, pelaksanaan pemberian kegiatan kerja badienK
pemasyarakatan, hambatan BAPAS dalam memberi kegiarja bagi
wargabinaan pemasyarakatan, dan upaya yang dilakoledn BAPAS
Malang untuk mengatasi hambatan dalam pemberiaiatiegkerja bagi
klien pemasyarakatan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan saran.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tentang tujuan pidana memang semakin harakemmenuju ke arah
sistem yang lebih baik, lebih manusiawi dan radioB&stem pidana yang dahulu
memang ditujukan untuk memuaskan pihak yang diamikHal ini dianggap
masih primitif, namun terkadang masih terasa pergama di jaman modern ini.
Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi daritidebentuk penjeraan. baik
ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupunad@pmereka yang
mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungapa#ta masyarakat dari
perbuatan jahat; perbaikaneformasi) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan
untuk memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi jugacari alternatif lain yang

bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hifkum

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besamigh disebut dimuka,
maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebdfa Aga golongan utama teori

untuk membenarkan penjatuhan piddna

1. Teori Absolut teori pembalasan
a. Teori Absolut
Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang

dendam, baik masyarakat seniri maupun pihak yagyitian

® Andi HamzahAsas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hal 29
9 |bid. Hal 31
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atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut aiddan

gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidang yan

keras, dengan alasan karena seseorang bertanggwag |

atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerkaenan

yang dijatuhkan kepadanya.

(1)
(@)

3)
(4)
(5)

Ciri pokok dari teori absolut ini sebagai berikut:

Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tida
mengandung sarana untuk tujuan lain seperti
kesejahteraan masyarakat;

Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidaa
Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaani mu
dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan

meresosialisasi si pelaku.

2. Teori relative atau tujuan

b. Teori Relatif

Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan

pelaksanaanya setidaknya harus berorientasi padgaup

mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangh&ta

lagi di masa mendatang, serta mncegah masyaraspada

umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik

seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidanaipma

lainnya.



(1)
)

3)

(4)

(5)
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Ciri pokok dari teori relatif ini sebagai berikut:

Tujuan pidana adalah pencegahan;

Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai
sarana untuk mencapai tujuan yag lebih tinggi yaitu
kesejahteraan masyarakat;

Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat
dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena
sengaja atauculpa) yang memenuhi syarat untuk
adanya pidama;

Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebakgai
untuk pencegahan kejahatan;

Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pada
dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur
pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
diterima apabila tidak membantu pecegahan kejahatan

untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan

Teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pamikiang

terdapat di dalam teori absolut dan teori rel@tifsamping mengakui

bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk mamparbuatan

pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat dipgdrbahingga bisa

kembali ke masyarakat. Penjatuhan suatu pidanadkegaorang

tidak hanya berorientasi pada upaya utuk membaldakan orang

itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atemperbaiki
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orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagigymerugikan
dan meresahkan mayarakat.

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensarizsivpula. Ada
yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yangn irmgar unsur
pembalasan dan prevensi seimbang. Van Bammelarmguganut teori
gabungan dengan mengatakan “Pidana bertujuan masnkesalahan dan
mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamadan
memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, kegudertujuan untuk
mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyaraka

Dalam rancangan KUHP Nasioffaltelah diatur tentang tujuan penjatuhan

pidana, yaitu :

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegak&rma hukum
demi pengayoman masyarakat,

b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengamikide
menjadikannya orang yang baik dan berguna,

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindgiklana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalananaleesy

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

1 Mahrus Ali,Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 187-192.
2 Andi Hamzah©Op.Cit. Hal 37
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B. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-
undang no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyar akatan

1. Sgarah Sistem Pemasyar akatan

Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalaka karya
Sistem Pembinaan Tuna Warga 26-30 September 198andiung juga menaruh
perhatian mengenai arti penting dari standard mimimules dan social defente.
Apabila mengenai pelaksanaan pidana penjara déakpan terhadap narapidana,
dibuat digaris hubungan empat pokok pikiran antaidato pengukuhan dari
Dr.Sahardjo, rumusan dasar tentang pemidanaan aapidana dalam konsep
rancangan KUHP, sambutan Menteri Kehakiman dalanmkshop masalah
pembinaan tuna warga tahun 1971, dan kegiatan paateuntuk mewujudkan
Pohon Beringin Pengayoman di bidang hukum sejak pelaksanaan terutama
menyangkut hasil konperensi dinas kepenjaraan t496é4 maka terdapat satu
garis yang jelas bahwa perkembangan pembaharuakspeban pidana penjara
dan perlakuan terhadap narapidana di Indonesiajmé&earah pencerminan dari

pemikiran pembaharuan pemidanaan sebagaimanai @irjagbara-negara maju.

Oleh karena itu harapan dimasa yang akan datangenanpola upaya
baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuamaerderhadap narapidana atas
dasar pengayoman dan pemasyarakatan di Indonegaanse dengan
perkembangan prinsip-prinsip pembaharuan pidanag ydimgatkan seacara
regional dan internasional. Namun dasar pengayodzam pemasyarakatan di

Indonesia masih perlu dikembangkan lagi pada kmysuglibidang landasan

13 Sambutan Menteri Kehakiman pada workshop MasalstesyPembinaan Tuna Warga di
Bandung 1971, Majalah Bina Tuna Warga, no.10 Semeri971, Direktorat Djenderal BTW
Dept. Kehakiman, hal 4-5.
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hukum pelaksanaan pidana penjara Bamengembangan terhadap upaya baru
pelaksanaan pidana penjara tertuju pada titik pusdtatian, bahwa setiap karya
manusia yang paling mulia ditujukan untuk mengahglkaajat manusia sendiri

serta menumbuhkan kesejahteraan diantara sesanugienan

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pamigemikiran
mengenai fungsi Pemasyarakatan tidak lagi sekedsmjemman tetapi juga
merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegsasial Warga Binaan
Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem peaarbiyang di namakan

dengan sistem Pemasyarakatan.

Pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawdtepenjaraan yang
dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Bandumadgulidn sebagai pengganti
kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam Konferensi myatiikan sebagai suatu
sistem Pembinaan terhadap para pelanggar Hukum skbagai suatu
pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk npanceaintegrasi social atau

pulihnya kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarafangan masayarakat.

Dalam pengembangan selanjutnya, pelaksanaan sBtmasyarakatan
yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakinntapa dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995ntafg

Pemasyarakatan.

Dengan Undang—Undang Pemasyarakatan ini maka rkakoh usaha -
usaha dalam mewujutkan suatu sistem Pemasyarashagai tatanan mengenai

arah dan batas serta cara Pembinaan Warga Binamasyarakatan berdasarkan

* Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman Hukum Panc&silato 5 Juli 1963, Istana Negara
Jakarta, hal.15
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Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu an@ardifa, yang dibina dan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas- kualitasg&/&inaan Pemasyarakatan.
Agar WBP memperbaiki diri dan tidak mengulangdtk pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, daphtif berperan dalam
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagga wagara yang baik dan

bertanggung jawab.

2. Pengertian Sistem Pemasyar akatan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang no 12 Tah@% I®@ntang
Pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang dimaksud desigfem Pemasyarakatan
adalah suatu tatanan mengenai arah dan batagsasrtaembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dil&esasacara terpadu antara
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk mentkgkakualitas warga binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dil&esasacara terpadu antara
Pembina, yang dibina,dan masyarakat untuk menikghatualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbdaik dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterimebedi oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangdaandapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungja®eitem Pemasyarakatan
merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan huidanap oleh karena itu
pelaksanaanya tidak dapat dipindahkan dari pengegaipa konsepsi umum

mengenai pemidanaan.
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3. Fungsi dan Tujuan Sistem Pemasyar akatan
Ditinjau dari Fungsi sistem Pemasyarakatan ialah :

a. Fungs

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar depatdygrasi secara
sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berpemabalkesebagai
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjé®adal 3 UUD No.
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

b. Tujuan

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar memadusia yang
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diritiak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali olé&mgkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangdaandapat hidup
secara wajar sebagai warga negara yang baik demggungjawab.

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi taharemy yditahan di
Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah TahananaNdgkm
rangka mempelancar proses penyidikan, penuntutanpdeeriksaan di
sidang pengadilan.

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahaasa/pihak yang
berperkara serta keselamatan dan keamanan bendada lpang disita
untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikgenuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-bgadg dinyatakan

dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengatlila

!5 wordpress.com (diakses 08 agustus 2012)
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c. Pengertian Pemasyar akatan

Pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan peabi Warga
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelemhadan cara pembinaan
yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidardelam tata peradilan

pidana®®

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi rearapieng bertujuan
mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kkghidapan yang positif,
para petugas pemasyarakatan merupakan salah ssim yeng menjalankan
peranan penting sebagai pendorong, penjurus dagapt&r agar proses tersebut

berjalan

d. Faktor Manusia Berperan dalam Sistem Pemasyar akatan

Narapidana adalah seseorang manusia anggota mayag@ang
dipisahkan dari induknya dan selama waktu itu dipsodalam lingkungan tempat
tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pem&syara Pada suatu saat
narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggetsyarakat yang baik dan
taat kepada hukum.

Dengan demikian antara narapidana dan petugas anegang
bersangkutan merupakan hubungan antar orang b@dradengan orang dalam
sifat-sifatnya sebagai manusia. Narapidana selmagausia yang harus dihormati
hak-hak dan kewajiban sebagai manusia yang harusrndati hak-hak dan

kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalamasyarakat yang

16 Dwidja wordpress.com (06 Oktober 2012)
¥ Dwidja PriyatnoSistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di I ndonesia,Refika Aditamas Bandung
2006,hal .105.
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hendak kita bangkitkan selama masa pembinaan. &etegara sebagai manusia
yang memiliki kekuasaan tertentu berdasarkan undadgng dan sekaligus
bertindak untuk melindungi kepentingan yang sahi aaasyarakat beserta
anggota-anggotanya.

Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari leyahantuk kembali
ke masyarakat tidak kalah pentingnya daripada twgeask mengeluarkan dan
mengembalikan narapidana menjadi anggota masyaraa baik dan taat
terhadap hukum, digantungkan kepada petugas-petoggara yang diserahi
tugas menjalankan sistem pemasyaraktan.

Peranan petugas negara dibidang hukum tersebutk umbulai
memasukkan narapidana ke dalam lembaga smapai lmergas kembali ke
masyarakat dengan sistem pemasyarakatan, mempuayairantai dengan tugas
penangjawaban untuk penyidikan perkara, penuntptmkara, dan mengadili
terdakwa. Dengan demikian petugar dari Kepoliskejaksaan, dan pengadilan

dilibatkan dalam sistem pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana menurut UU no 12 tahun
1995
Kamus umum Bahasa Indonesia, memberikan pengege&anbinaan

sebagai berikut?

Pembinaan merupakan proses, cara membina:

Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, dan:

7 Bambang Poernom®glaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyar akatan, Liberty,
Yogyakarta,1985, hal.180
18 poerwo Darminto WJI,Kamus Umum Bahasa Indonesiai Baistaka.Jakarta,1984,Hal.134
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Pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakséeara berdaya guna,

umtuk mendapatkan hasil yang baik.

Pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara dadaterencana
merupakan upaya baik formal maupun non formal. Dasimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan pembinaan adalah proses &egiahg dilakukan secara
sadar dan terencana oleh pembina untuk merubap dika keterampilan subjek

didikan agar berhasil mencapai hasil yang diterapka

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Repnbldnesia Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan PembimbingagaANegara Binaan
Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pembinaamhad@giatan untuk
meningkatkan kualitas ketagwaan kepada Tuhan YaafaMEsa, intelektual,
sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasndani rohani narapidana dan
anak didik pemasyarakatan. Sedangkan angka 2, yhmmksud dengan
pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk mkatkgn kualitas
ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelekgikp dan perilaku,

profesional, kesehatan jasmanai dan rohani kliemaggarakatar?

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaarahdart watak agar
bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, dsasyarakat, sedangkan
pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaart bakaketerampilan agar
Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berperan kensedlagai anggota

masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

19 peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentamgbiRaan dan pembimbingan Warga
Binaan Permasyarakatan
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1. Pengertian Narapidana

Kata narapidana akan diberikan pada gorgang telah melakukan
kejahatan atau melakukan tindak pidana yang kemudi@s perbuatannya
tersebut ini harus menjalankan suatu hukuman dudambaga khusus (Lembaga

Pemasyarakatan).

Menurut kamus besar bahasa Indonesiapidarga adalah orang hukuman
atau orang yang sedang menjalani hukuman karedaktipidan&’Narapidana
adalah terpidana yang menjalankan pidana hilangek#ekaan di Lembaga

Pemasyarakata.

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No.T2hun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, menyatakan bahwa terpidana dassloraeg yang dipidana
berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekiatanm tetap.Maka dapat
disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang sadgng menjalani masa
hukuman disuatu Lembaga Permasyarakatan atas agatetmh dilakukannya
atau dengan kata lain orang tersebut telah melaktikalak pidana sehingga

menyebabkan orang lain mengalami kerugian.
2. Tujuan Pembinaan

Tujuan Pembinaan Menurut Sistem Pemasyarakatarmd&&putusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.GR®.10 Tahun 1990

(1 Depdiknas, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustakart3a2002,hal.825
1 Hadi Setia Tunggal,UU RI NO.12 tahun 19@Atang pemasyar akatan Beserta Per aturan
Pelaksanannya, Jakarta,2000, hal.3
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Tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan yaitarseemum pembinaan
narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadisizaseutuhnya sebagai mana

yang telah menjadi arah pembangunan nasional mgalupendekatan:

1. Memantapkan iman atau ketahanan mental mereka.
2. Membina mereka agar mampu berinteraksi secara whjatalam
kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakdan

kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelahatamjpidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan algana masa pembinaan dan

sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

a) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepeaa dirinya serta
bersikap optimis akan masa depannya.

b) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampintuk bekal
mampu hidup mandiri dan berpasrtisipasi dalam kagigpembangunan
sosial.

c) Berhasil menjadi manusia yang patuh pada hukum yarggrmin pada
sikap dan perilakunya yang tertib dan displin sen@mpu menggalang
rasa kesetiakawanan sosial.

d) Berhasil memiliki jiwa semangat pengabdian terhadzgngsa dan

Negara?

22 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusanevieétehakiman Republik Indonesia
Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Peadrin
Narapidana/Tahanan.Jakarta,Departemen Kehakima89.HIm 59.
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3. Tahapan Pembinaan

Adapun sistem pembinaan yang berlaku berdasarkatangaUndang No 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang pelaksandatyr dalam Peraturan
Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang PembimbinganR#snbinaan Warga
Binaan Pemasyarakatam Pasal 9 dan Pasal 10, mékgelahwa pembinaan

dibagi 3 (tiga) tahap yaitu :

a. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan narapidana tahap awal biasa dilakukagadepengawasan yang
dilakukan secara penuh di dalam LAPAS. Pembindaaptawal bagi narapidana
dimulai sejak bersangkutan berstatus sebagai mmagisampai dengan 1/3 masa

pidana.

Pembinaan tahap awal meliputi :

a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian liggkunyang
berlangsung paling lama 1(satu bulan).

b. Perencanaan program pembinaan kepribadian damkiemaa.

c. Pelaksanaan program pembinaan dan kemandirian.

d. Penilaian dan pelaksanaan program tahap awal.

b. Pembinaan Tahap L anjutan

1. Tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnyalpeaan tahap awal
sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidana.

2. Tahap lanjutan kedua dihitung sejak berakhirnyalpeaan tahap lanjutan

pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masagidan
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Adapun yang dilakukan dalam pembinaan tahap lamjniameliptui :

a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.

b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

c. Penilaian program pembinaan lanjutan.

d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir meliputi:

1. Perencanaan Program Integrasi.
2. Pelaksanaan Program Integrasi.

3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan:

“Pembinaan Tahap Akhir Dilaksanakan Diluar LAPASIOBAPAS.”

Dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tangg&lgistus 1997 No.13 PP

JI/PI77 Tahapan Pembinaan Meliputi:

a. Tahap Admisi Orientasi (0 — 1/3 masa pidana)

Tahap ini berlaku sejak saat seorang masuk LAPAfaadengan
kurang lebih menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidgamanTahap ini
merupakan tahap perkenalan bagi Narapidana yangrhasuk LAPAS
terhadap situasi dan lingkungan pemberitahuan rgntaeraturan-
peraturan yang ada, tata tertib dalam LAPAS seata ldan kewajiban
selama menjalani masa pidana. Kemudian diadakarlipen untuk

mengetahui segala ikhwal perihal dirinya yang akaenjadi bahan
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pertimbangan bagi Tim Pengamat Pemasyarakatan orgnkntukan pola
metode yang tepat bagi Narapidana yang bersangkaggm tujuan
pembinaan tercapai.

b. Tahap Pembinaan (0-1/2 masa pidana)

Dalam tahap ini pembinaan dilakukan terhadap Neea@ yang
bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 (sepgertitari masa
pidananya dan menurut pendapat Dewan Pembina Parakatan sudah
ada kemajuan antara lain Narapidana menunjukkamska&iannya,
perbaikan, displin, dan patuh pada peraturan tti tyang berlaku di
LAPAS, maka kepada Narapidana diberikan kebebasdaih banyak dan
ditempatkan pada LAPA3edium Security).

Pada tahap ini, pembinaan mulai dilakukan dengamlmeekan
kursus-kursus keterampilan yang sesuai dengan lutatobinya agar
Narapidana memiliki keahlian yang produktif sebabakal hidupnya
untuk mandiri setelah bebas.

c. Tahap Asimilasi (1/2 — 2/3 masa pidana)

Tahap ini berlaku bagi Narapidana yang telah manjamasa
pidananya sampai menjelang 2/3nya. Tahap ini diaku setelah
berdasarkan evaluasi tahap sebelumnya dimana Marapi yang
bersangkutan menunjukkan sikap displin, ada rasayesal, sudah
mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agambaykelakukan
baik dan menunjukkan kemajuan- kemajuan dibidamgnya dari segi
fisik maupun mental.

d. Tahap Integrasi (2/3 — selesai masa pidana)
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Setelah proses pembinaan telah berjalan selaman24a pidana
yang sebenarnya atau sekurang- kurangnya 9 bulaka membinaan
dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhirbReran tahap akhir
yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanagnam integrasi
yang dimulai sejak berkhirnya tahap lanjutan sangmigan selesainya
masa pidana. Pada tahap ini, bagi Narapidana yamgemuhi syarat
diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasarydrats Pembinaan
dilakukan diluar LAPAS oleh Balai PemasyarakatarARBS) yang
kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

d. Hak-hak Masyarakat
Salah satu hak-hak masyarakat ialah asimilasi.

1. Pengertian Asimilasi
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M2.PK @4-Tlahun
2007 tentang syarat dan tata Cara PelaksanaanlasiniRembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarang dimaksud
dengan asimilasi adalah proses pembinaan narapdian&nak Didik
Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membauneg@pidana
dan Anak didik Pemasyarakatan didalam kehiduparaBgamakatan.

2. Tujuan Asimilasi
Dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum daMHNomor M.2
PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan Tata Catak$anaan
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang aBelan Cuti

Bersyarat menjelaskan bahwa pelaksanaan Asimiaijban untuk:
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1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Nigie@na dan
Anak Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tyjaarbinaan.

2. Memberi Kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilama gu
mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masydradetelah
bebas menjalani pidana.

3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secdifa daltam
penyelenggaraan pemasyarakatan. Selain itu pendrebassyarat
merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh neate dalam
perwujudan tujuan pembinaan.

3. Persyar atan Substantif

a telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan ataislkas yang
menyebabkan dijatuhi pidana.

b. telah menunjukkan perkembangan budi pekertindaral yang positif.

c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaargéda tekun dan

bersemangat.

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan perabiNarapidana

dan Anak Didik Pidana yang bersangkutan.

e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan fdgtkah mendapat
hukuman dispilin sekurang-kurangnya dalam waktern) bulan
terkahir

f. Telah menjalani pidana ¥z (setengah) dari masa arden

4. Persyaratan Administratif

a. Kutipan Putusan Hakim (ekstrack vonis)
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. Laporan penelitian kemasyarakatan atau laporan epdr&ngan
pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakgdag dibuat
oleh Wali Pemasyarakatan.

. Surat pemberitahuan Kejaksaan Negeri tentang rengemberian

Asimilasi terhadap Narapidana dan Anak Didik Peragsyatan yang

bersangkutan.

. Salinan register F (daftar yang memuat tentangnggk@ran tata tertib

yang dilakukan narapidana dan Anak Didik Pemasydsak selama

menjalani masa pidana) dari kepala LAPAS atau leeB&lTAN.

. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masaapiseperti Grasi,

Remisi, dan lain-lain dari kepala LAPAS atau kegailaan

Surat pernyataan dari pihak yang akan menerimgiti@a dan anak

didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, aékolinstansi

Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh PaaeriDaerah

setempat serendah-rendah Lurah atau Kepala Desa.

. Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ¥ergara asing

diperlukan syarat tambahan:

1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar atau KonsulataNegrang
asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan Andik D
Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaaras-syarat
selama menjalani Asimilasi.

2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi meagetatus

keimigrasian yang bersangkutan.
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5. Wewenang dan Prosedur

Wewenang pemberian Asimilasi ada pada Menteri Huldan

HAM. Sedangkan Prosedur dan Tata Cara Pemberiamilasi

adalah sebagai berikut:

a. Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) LAPAS atau TPP
RUTAN setelah perkembangan pembinaan dari wali
pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasiadeep
kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.

b. Apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujsul
TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan
keputusan Asimilasi.

c. Keputusan Asimilasi ditandatangi oleh Kepala LAPA&u
Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan HAM.

d. Lamanya Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
menjalankan Asimilasi diluar LAPAS atau Rutan ditd@n
sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan Pendidikan, Bimbingan Kerja danhkzti
keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipetgam
secara efektif ditempat kegiatan.

2. Untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga atau kergndtiri
disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditekepgt
paling lama sembilan jam sehari termasuk waktu

diperjalanan.
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e. Selama menjalani proses asimilasi tanggungjawalmé&ean
ada pada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.

f. Dalam hal pelaksanaan Asimilasi memerlukan kerjasantara
LAPAS atau RUTAN dan pihak ketiga, maka kerjasama
tersebut harus didasarkan pada perjanjian yangatlibotara
Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dan pihak ketiga g/an
memberi pekerjaan pada Narapidana.

D. Tinjauan Umum Balai Pemasyar akatan (BAPAS)

1. Sejarah Terbentuknya Balai Pemasyar akatann (BAPAYS)

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang yang berkedmmgBelanda
(Schepper) mendirikan suatau badan yang dinamalkafagsering Tucht Enop
Voending atau yang disebut dengan Bispa (Bimbing@masyarakatn dan
Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan pieak swasta yang berada
diluar Lembaga Pemasyarakatan, Bispa tersebut mergintuk melakukan
pembimbingan Klien Dewasa dan Anak. Pada tang@dptember 1931 lembaga

tersebut dihapuskan ini dikarenakan Hindia Belandagalami krisis ekonomi.

Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 tw.1826 No0.487
Badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesed®ka. Karena pelaksanaan
dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturanbdga Belanda, maka
berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampanggal 3 November
1966 No. 75/U/Kep.11/1966 Tentang Struktur Orgasiidairektoral Jenderal
Pemasyarakat yang dikuatkan lagi dengan Keputusamevl No.1S.4/3/7/1975
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja DepatenKehakiman yang

memperincikan tentang tugas-tugas Direktoral BISPAembaga tersebut
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dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingdemasyarakat dan

Pengentasan Anak (Dit.BISPA).

Pada tanggal 30 Desember 1955, berdasarkan padagtuthdang No.12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Balai BISPA #@mudiganti menjadi
Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam pasal 1 aydtJ4no.12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAShadaatu pranata untuk
melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Uhigs dan fungsi Balai
Pemasyarakat (BAPAS) sendiri masih berdasarkantysara lama mengenai

Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak fB8ISP

2. Pengertian dan Wewenang BAPAS

a. Pengertian BAPAS

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan ipaamb untuk
wargabinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelemabadpn cara pembinaan
yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidamidam tata pemidanaan.
Sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan meregahadan batas serta cara
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkamcadfia yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yémpaddan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas wargabinaan pemasyarakatan ragnyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidasehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktipbean dalam pembangunan,

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yakglaaibertanggungjawab.

Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BARA&lah pranata

untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarake@masyarakatan adalah
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kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaaraggamakatan berdasarkan
sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang nkamugazagian akhir dari

sistem pemidanaan dalam taat peradilan pidanadiaagut BAPPAS.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan memgehalan batas serta
pembinaan warga Binaan pemasyarakatan berdasarkamcadfla yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, ydnmgaddan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas wargabinaan pemasyarakatannagnyadari kesalahan.

b. Wewenang BAPAS

Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas mershman dan atau
pertimbangan kepada Menteri. Balai Pertimbanganaggarakatn terdiri
dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang nadsamp wakil instansi

pemerintah terkait, badan non pemerintah dan pegaralainnya.

Tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri daribagjpejabat

LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas

a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembindam
pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakat

b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembingan
pembimbingan; dan

3. Tugasdan Fungs dari Balai Pemasyar akatan (BAPAYS)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.M\D2-PR.07.03
Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BI8R#/susnya yang terdapat

dalam pasal 2, menyebutkan bahwa tugas BAPAS adatahberikan bimbingan
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kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai deegamrgn hukum yang
berlaku. Sedangkan dalam pasal 6 ayat 3 UU No.l2umal995 Tentang
Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembimbingan yilagukan oleh

BAPAS diberikan terhadap, yaitu:

a. Terpidana bersyarat;

b. Terpidana, anak pidana, dan anak negara yang matkdappembebasan
bersyarat atau cuti menjelang bebas;

c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilambipaannya
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menterpejabat

e. Anak yang berdasarkan pengadilan, bimbingan diké&kava kepada

orangtua atau walinya.

Didalam pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakimbhd&M.02-PR. 07.03
Tahun 1987 juga mengatur tentang fungsi dari BARARBdIri, yaitu antara lain

sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bgmadilan baik
peradilan perdata maupun peradilan anak.

2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan yang alanT pencatatan,
pendaftaran, statistik, analisa, dan evaluasi.

3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengantasak termasuk
tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan kerumamanggil klien

dan membuat penelitian kemasyarakatan.
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4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negedasg Tim Pengamat
Pemasyarakatan di LP (Lembaga Pemasyarakatan).

5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapiddau anak
negara klien pemasyarakatan yang membutuhkan.

6. Melakukan tata usaha BAPAS, termasuk di dalamny&kokan anak
urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapam,udusan rumah

tangga.

Tujuan dari bimbingan kemasyarakatan atau pembiitaaendiri adalah
mengusahakan supaya bekas narapidana mampu meiakidkg@ bermasyarakat
sebagaimana biasanya dengan tidak melakukan pela@rgdgerhadap hukum

secara aktif ikut dalam usaha kesejahteraan mastara

Dari beberapa keterangan diatas, maka dapat dikenpbahwa tugas
dari BAPAS adalah memberikan suatu bentuk pembigarinterhadap kliennya
dengan tujuan agar dapat hidup bermasyarakat detigaR melakukan
pelanggaran terhadap hukum atau mereka tidak aldakokan lagi kejahatan
yang pernah dilakukan. Agar ini dapat terwujud, snBIAPAS juga menjalankan
fungsinya yaitu rehabilitasi. Fungsi rehabilitasi diharapkan agar para kliennya

dapat kembali seperti semula sewaktu mereka belatakokan kejahatan.

Dalam menjalankan program yang telah disusun BARA&Npunyai
petugasnya sendiri, yang biasa disebut dengan ey Kemasyarakatan.
Berdasarkan pasal 1 ayat 11 UU No.3 Tahun 1997argnPeradilan Anak,
menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalpétugas

pemasyarakatan pada BAPAS yang melakukan bimbingargabinaan
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pemasyarakatan, dan dalam pasal 1 Keputusan Mé&m@hakiman Rl No.M.01-
PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dgarassyarat Bagi
Pembimbing Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa PdrmgrKemasyarakatan

adalah petugas kemasyarakatan BAPAS.

Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan semeicantum dalam
pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nd)IMPK.10 Tahun 1998,

menyebutkan bahwa:

a. Melakukan penelitian masyarakat, untuk:
1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan halatard perkara
anak nakal;
2. Menentukan program pembinaan narapidana di LAPASatak didik
pemasyarakatan di LAPAS anak;
3. Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan
4. Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dantamabingan
kerja bagi klien pemasyarakatan.
b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingaja Keagi klien
pemasyarakatan.
c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain danyamakat yang
meminta data atau hasil penelitian kemasyarakdiam tersebut,
d. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaakarsla yang
melaksanakan tugas pembimbing, dan .
e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anagkdyatuhi pidana

pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diseratdpada orang
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tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua waliadang tua asuh yang
diberi tugas pembimbingan.
4. Peran Masyarakat

Sistem Pemasyarakatan Indonesia dimasa depan tsanga
memerlukan dukungan dan keikut sertaan masyaradara langsung
ataupun tidak langsung yang bersama-sama dengarugaget
pemasyarakatan dan petugas negara lainnya. Sils#f pari masyarakat
dan dalam batas-batas yang diijinkan oleh peratutanot langsung
berperan membimbing narapidana.

Peran serta masyarakat melalui badan sosial laérg#ibidang
usaha, seperti perusahaan yang memberikan jasalaian secara tetap
dalam proyek kerja keterampilan, atau biro bantbakum dan biro
penyantunan yang didirikan khusus untuk pembinaapeitingan
narapidanam dan pembinaan lanjutan sesudah bebash pgengan
memberikan pekerjaan yang layak untuk harapan Hdup.

Bantuan masyarakat yang paling utama adalah sikag yositif untuk
menerima mereka kembali yang baru lepas dari pemahintu menjadi
anggota warga masyarakat.
E. Tinjauan Umum Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bag Klien
Pemasyar akatan
Pelaksanaan ialah kegiatan yang dilaksanakan suetu badan

atau wadah secara berencana, teratur dan terarah rgagncapai tujuan

2 Bambang Poernomielaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty,
Yogyakarta,1985, hal.180
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yang diharapkaf’pelaksanaan kegiatan kerja ini diberikan kepadankli
pemasyarakatan atau narapidana yang telah mefigalipemasyarakatan.
Kegiatan kerja ini diberikan kepada klien agarreka memiliki
kemampuan, dan tanggungjawab untuk memenuhi kelagga hidup dan
tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Maka darialam pelaksanaan
kegiatan kerja klien pemasyarakatan dapat dilakideai klien yang telah
memenuhi persyaratan yaitu syarat substansif damatsyadministratif
peraturan menteri hukum dan ham nomor m.2 pk.O#hQn 2007 yang
dimana mereka harus memenuhi persyaratan ters8patat substansif
tersebut adalah :
a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan ataskas yang
menyebabkan dijatuhi pidana;
b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang gpsit
c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan denglun dan
bersemangat;
d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pemfinaa
Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tigaknah
mendapat hukuman disiplin untuk:
1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enantrb

terakhir.

24 ekhardhi.blogspot.com (diakses 16 januari 2013)
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2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilargrbul
terkahir, dan

3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktunérfg

bulan terakhir;
f. Masa pidana yang telah dijalani untuk:

1. Asimilasi 1/2 (setengah) dari masa pidananya,;

2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa
pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertigaa pi@ana
tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

3. Cuti Menjelang Bebas 2/3 (dua pertiga) dari masa
pidananya dan jangka waktu cuti sama dengarsirem
terakhir paling lama 6 (enam) bulan;

4. Cuti Bersyarat 2/3 (dua pertiga) dari masa pidaaaan
jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulamgien
ketentuan apabila selama menjalani cuti, médakuindak
maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sgbanasa
menjalani pidana.

Sedangkan persyaratan administratif yang harusndipeoleh Narapidana atau
Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);

b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat péambimbing

Kemasyarakatan atau laporan perkembangan peambina
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Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yamgatlioleh
Wali Pemasyarakatan;

c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentarganen
pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, \eiijelang
Bebas, dan cuti Bersyarat terhadap Narapidamadak
Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;

d. Salinan register F (daftar yang memuat tentanghpgkran tata
tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Diémasyarakatan
selama menjalani masa pidana) dari kepala LAR®&S Kepala
Rutan;

e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masaapiskeperti
grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAawaKepala
RUTAN;

f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akaenma
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, Sgpkak
keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atautavdengan
diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat sererehdahnya
lurah atau kepala desa;

g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara dgegukan
syarat tambahan :

h. Surat jaminan dari Kebebasan Besar/Konsulat nexging yang
bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak DidikaRBgarakatan

tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syaedma menjalani
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Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti MenjeAabas, dan Cuti
Bersyarat;

i. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setgmpengenai
status keimigrasian yang bersangkutan. Setedahanuhi
persyaratan tersebut, klien pemasyarakatan daglakukan

pelaksanaan kegiatan kerja.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian
Pada penelitian ini, penulis menggunakan jeniselit&amn
yuridis-empiris yaitu dengan membahas permasalahan yang ada
berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudigeaitichn
dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomfitnamengenai
pelaksanaan pemberian kegiatan kerja klien.
B. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Murid
Sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakuktarhadap
keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujoark u
menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian meanuj
identifikasi (problem-identification) dan pada akiyia menuju
kepada penyelesaian masalah (problem-solutfoREndekatan ini
dipergunakan untuk mengetahui dan menganalisa $Zelakn
kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan sebagairyang diatur

dalam UU. No 12 tahun 1995.

 Ronny Hnaitjo Soemitrd) etodologi Penelitian Hukum Cetakan 4, Ghalia Indonesia,Jakarta,
1990,hal.61
26 Soerdjano Soekantengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta,1982, hal.10
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C. Lokas Pendlitian
Penelitian dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPKS8las 1
Malang, dengan pertimbangan BAPAS Klas 1 Malangupekan
salah satu dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 damdaldimana
terdapat 982 (sembilan ratus delapan puluh duaj yardiri dari
laki-laki 920 orang dan wanita 62 orang nharapidayang
memperoleh pembebasan bersyarat.

D. Jenisdan Sumber Data

a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari resporid@ata ini
diperoleh langsung dari tempat penelitian di BRamasyarakatan
Kelas 1 Malang, yang bersumber dari petugas BAPASaMy.
Data Primer yang dicari adalah bentuk pembimbingamg
diberikan BAPAS Malang kepada narapidana yang meoigie
kegiatan kerja, kendala BAPAS Malang dalam menjaan
program bimbingan terhadap narapidana yang telampamleh
kegiatan kerja, serta upaya BAPAS Malang dalam m@usg
kendala tersebut.
b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbpgaelitian
yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporaalitmemn

seperti skripsi dan buku-buku literatur serta serkoanponen

%’ Burhan Ashofial etode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,2002, hal. 91
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tersebut tentunya relevan dengan tema dalam ganeiii?® Data
sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulig #afangan ahli
hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkalia p
penelitian ini yang terdiri dari :
1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
b. UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
c. Keputusan Menteri Rl No. M.01.pk.04.10 Tahun
1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,
dan Cuti Menjelang Bebas;
d. PERMEN M.2PK.04-10 TAHUN 2007.
2. Bahan -bahan yang diperoleh dari buku
3. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di
BAPAS kota Malang;
4. Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, perpustaka
pusat UB.
E. Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer
Data Primer diperoleh melalui wawancara langsuray aanya
jawab langsung dan dilakukan dengan teknik wawantebas

dan menggunakan sebuah pedoman wawanicaeav{ew guide)

*® Abdulkalir Muhammad{ukum dan Penelitian hukum,Bandung, 2004
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b. Data sekunder
Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan stpdistakaan
dan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data denga
mempelajari sumber- sumber kepustakaan berupa bikiku
literatur, peraturan perundang-undangan, serta nmepglkan data
yang ada pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Malaamy y
berupa data- data yang langsung berhubungan deegailitian
yang dilakukan.

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi adalah seluruh anggota atau seluruh aiipk seluruh
individu atau seluruh unit yang akan diteftiDalam hal ini semua
petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kota Malaeddiii dari
seluruh petugas BAPAS, Narapidana dan masyaraketngi klien
BAPAS bekerja yang berkaitan langsung dalam petak&agiatan
pemberian kerja bagi wargabinaan pemasyarakatan.

2. Sampel adalah Himpunan bagian atau sebagian darilg=*°
Penelitian ini mengambil sampel dengan cara puvposampel,
dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampeiiite
melalui permasalahan yang dikaji. Sampel dalam lgme ini
adalah petugas yang berhubungan langsung dengasespro
pemberian kegiatan kerja bagi klien pemasyarakal@m klien
yang memperoleh kegiatan kerja, Kasubsi BimbingalienK

Dewasa, dan Masyarakat.

* Ronny Hanintijo Soemitrd) etodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia,
Semarang,1998, hal.44
% Ibid hal 122
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3. Responden adalah orang yang menjawab pertanyagrdigokan
peneliti, untuk tujuan penelitian itu senditiResponden dalam
penelitian ini adalah Kasubsi Bimbingan Klien Dewd$ orang),
Subsi Pelaksana Bimbingan Kemasyarakatan Klien Bawa
(Lorang) dan subsi Pelaksana Bimbingan Kerja kbemwasa (1
orang), dan 3 orang klien yang diberikan kegi&iza.

G. Teknik Analisis Data
Dari data yang diperoleh baik data dari primer meaumata
sekunder kemudian dianilisa secara diskritif kaéfit yaitu
prosedur pemecahan masalah diteliti dengan carsaperkan data
yang telah diperoleh dari studi perpustakaan, keémmudnalisa
dengan bentuk kesimpulan. Dari analisa tersebuatddetahui
bentuk pembimbingan dari BAPAS bagi proses pemhbinaa
terhadap narapidana yang telah memperoleh pemblkeigiatan
kerja, kendala dalam menjalankan kegiatan kerjaagproses
pembinaan terhadap narapidana yang telah mempeketghtan
kerja serta upaya yang dilakukan BAPAS untuk meagjdendala
tersebut.
H. Defenisi Operasional
1. BAPAS adalah lembaga/instansi yang membimbing wasgeaan
pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa piglanaserta
mendampingi khususnya anak yang berhadapan dengamhmulai

dari penyidikan sampai dengan pengadilan.

** Burhan Ashshofayl etode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,2002,hal.91
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2. Wargabinaan Pemasyarakatan adalah Narapidana dak Brdik
pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan napi yargperoleh
pelepasan bersyarat.

3. Pelepasan bersyarat adalah hak narapidana yahghelgalankan dua

pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangages sembilan

bulan.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasyar akatan Klas 1 Malang

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Malang addlefit
Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM&Rg secara
teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasy&aia dan secara
administrative substantive berada langsung dibaMeatitor Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Timur.

BAPAS Malang yang sebelumnya bernama Balai Binding
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispeara resmi
dibentuk pada tanggal 1 April 1970 berdasarkantSvemteri Kehakiman
RI No. YS.1/6 195, kemudian melalui Surat Keputusktenteri
Kehakiman Rl No.M.01.PR.07.03 tahun 1997, maka lmrtumenjadi
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang pada waktu itsim&las I
(esselon 1V-a), dengan wilayah kerja yang meliméluruh kota atau
kabupaten eks-wilayah kerja Pembantu Gubernur mdakgitu: kota
Malang, kabupaten Malang, Kota Batu, kota Pasuru&abupaten
Pasuruan, kota Probolinggo dan serta Kabupaten jamga

Pada tahun 1970 BAPAS Malang yang atau dulunyandik
dengan Balai BISPA Malang bertempat di jalan Beragaolo No.52
Malang. Kemudian pada tahun 1973 sampai sekarangABAKelas 1
Malang berpindah tempat di jalan Barito No.1 Malangengan

mempunyai luas tanah 1072%dian luas gedung 373%yang menghadap
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ke utara. Gedung BAPAS Klas 1 Malang mempunyaildatai. Dimana
lantai satu terdiri dari beberapa ruangan yaitanguKasubsi Bimbingan
Klien Dewasa (BKD), RUANG Kasubsi Bimbingan Kliemak (BKA),
ruang SubsiBKD, ruang Subsi BKA, ruang Administradan ruang
Kepegawaian. Sedangkan lantai dua baru diresmikandibangun pada
tahun 1996, yang terdiri dari aula sekaligus sebagmg sidang, ruang
Kepala BAPAS Kelas 1 Malang, dan ruang Kebendaharaa

Jumlah Pegawai yang ada di Bapas Kelas 1 Maldogngak 35
orang. BAPAS Kelas 1 Malang adalah suatu badan Yemdiri sendiri
dan berada langsung dibawah Kantor Hukum dan HAMaJ&imur,
maka BAPAS Malang mempunyai struktur organisasinda& adanya
struktur organisasi ini diharapkan adanya kerjasdizatara pembidangan
yang dipegang oleh masing-masing seksi yang lairBgakut ini struktur

organisasi dalam BAPAS Klas 1 Malang
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Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk
melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, hal ini ed@rbdengan
pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimanBASA adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Adseak Didik
Pemasyarakatan.

BAPAS Kelas 1 Malang mempunyai tugas pokok merkberi
bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak desgan peraturan
perundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan pokok tersebut BAPAS
mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penelitian Kemasyarakatan;

2. Melakukan registrasi klien Pemasyarakatan;

3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengenéass

4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri ddgang Tim
Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di LAPAS sesuai nleegaturan
perundang-undangan yang berlaku;

5. Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidarek negara
dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;

6. Melakukan urusan tata usaha Balai.

Klien yang termasuk dalam pembimbingan BAPAS tediiri:
1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang negnopbebasan

bersyarat atau cuti menjelang bebas;
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3. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilarbipgamnya
dikembalikan kepada orang tua asuh atau badar;sosia

4. Anak negara yang berdasarkan Kep.Men atau pejalagkdingan
Dirjen Pemasyarakatan bimbingannya diserahkan leep@dngtua
asuh atau Badan Sosial;

5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimiiyga
dikembalikan kepada orangtu atau walinya;

6. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuidang
pengawasan;

7. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan wajib ateamjLatihan
kerja sebagai pengganti pidana denda.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.
M.02.PR.07.03 tahun 1987 BAPAS adalah memberikanbingan
kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai perditukam yang
berlaku. Tujuan dari pembimbingan BAPAS yaitu mesahakan agar
klien pemasyarakatan yang mereka bimbing mampuksetakan hidup
bermasyarakat tanpa berbuat pelanggaran hukumtiatstu mengulang
lagi (residive).

Tugas pembimbingan klien pemasyarakatan dilaksanaieh
pembimbing kemasyarakatan dengan tugas-tugas sedieait :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan
2. Melaksanakan bimbingan kemsyarakatan dan bimbingaja bagi

klien pemasyarakatan.
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3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain danyamakat yang
meminta data atau hasil penelitian kemasyarakdian tersebut.

4. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjagtarsla yang
melaksanakan tugas pembimbingan, dan

5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak digatuhi
pidana pengawasan, anak didikyang diserahkan kepadg tua, wali
atau orang tua asuh wali atau asuh yang diberstpgmbimbingan.

Definisi dari fungsi pembimbingan yang dilakukaAMBBAS adalah
upaya pemberian tuntunan untuk meningkatkan ksalkatagwaan
terhadap Tuhan YME, kesadaran berbangasa dan laeanegtelektual,
sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohagsadaran hukum,
reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampéga &an latihan kerja
dan produksi.

Hal tersebut bertujuan untuk membentuk klien peadkatan
(Warga Binaan Pemasyarakatan) agar menjadi manssiduhnya,
meyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mmgi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkunganyaekat serta aktif
berperan dalam pembangunan dan hidup secara wefjaga warga yang
baik dan bertanggungjawab.

Klien Pemasyarakatan merupakan orang yang adamdala
bimbingan BAPAS vyaitu narapidana dan anak sebagamgang
disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995ngrf@masyarakatan.
Orang yang menjadi klien BAPAS merupakan narapidiaraanak yang

mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelabgsb@MB) dan
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Cuti Bersyarat (CB). BAPAS Kelas 1 Malang yang wéh kerjanya juga
mencakup wilayah Eks Karisidenan Malang mempunyailah klien

sebanyak sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Klien Pemasyar akatan BAPAS Kelas 1 Malang

Jenis Kelamin dan Jenis Klien Dewasa
Klien
L aki-laki 920
Perempuan 62
Total 982

(Data sekunder, diolah November 2012)

Jumlah klien pemasyarakatan yang berada dalam rbsebingan
BAPAS pada tahun 2012 tercatat sebanyak 982 orasrgpakan klien
pemasyarakatan dewasa yang terdiri dari laki-lakjumlah 920 orang
dan perempuan berjumlah 62 orang. Adapun wilayafja keneliputi
seluruh kota/kabupaten eks-wilayah kerja Pembanibe@ur Malang

yaitu dapat dilihat tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.2
Data K lien Pemasyar akatan Dewasa BAPAS Kelas 1 Malang
Berdasarkan Tempat Tinggal bulan November 2012

Jenis Pembebasan | Cuti Cuti Jumlah
Bimbingan Bersyarat Menjelang | Bersyarat
dan Kota Bebas
Malang 509 48 y 557
Pasuruan 206 12 1 219
Bangil 15 3 _ 18
Probolinggo 127 12 _ 140
K raksaan 1 4 e A3
Lumajang 48 /) f 47
Total 906 76 1 982

(Data sekunder, diolah November 2012)

Dapat diketahui dari data diatas bahwa klien BAR®&Esal dari wilayah
yang cukup luas bukan hanya berada didalam daeralaniyl bahkan
berada diluar kota Malang yaitu daerah Malang, &aur Bangil,

Probolinggo, Kraksaan, dan Lumajang. Para narapidden akhirnya
menjadi klien BAPAS juga berasal dari berbagai madadak pidana
yang telah tercatat, untuk mengetahui lebih jelaseydapat dalam tabel

sebagai berikut :
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Tabel 4.3
Data Klien Pemasyarakatan Dewasa BAPAS Klas 1 Malang
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana bulan November 2012

Jenis Tindak Pidana Jumlah Klien Pemasyar akatan
Dewasa
Penger oyokan 39 Klien
K esusilaan 120 Klien
Perjudian 10 Klien
Pembunuhan 103 Klien
Penganiayaan 25 Klien
Pencurian 148 Klien
Perampokan 171Klien
Penggelapan 89 Klien
Penipuan 55 Klien
Penadahan 28 Klien
Narkotika 12t Klien
Korupsi 9 Klien
Lain-lain 6C Klien
Total 982 Klien

(Data Sekunder, diolah November 2012)

Data diatas telah diketahui berbagai jenis tindattama yang telah
dilakukan oleh narapidana, dapat dilihat jenis kafan yang paling
banyak ialah tindak pidana perampokan. Maka setet@njadi klien

BAPAS, klien yang mendapatkan pelepasan bersyatdt, menjelang
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bebas dan cuti bersyarat dibimbing berdasarkars jpambimbingannya
dan hal itu mempengaruhi lama atau tidaknya klierbichbing oleh
BAPAS. Total klien BAPAS Malang sebanyak 982 klien.

Dapat dlihat jumlah klien yang begitu banyak ditiagkan
petugas BAPAS yang hanya berjumlah 35 orang tidaksding serta dari
wilayah yang cukup luas membuat banyak klien befhisa mendapatkan
bimbingan yang maksimal dari BAPAS karena minimagggota BAPAS
yang melakukan pembimbingan klien. Meskipun angg@ag minim,

BAPAS tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

. Pelaksanaan Pemberian Kegiatan Kerja Bagi Wargabinaan
Pemasyar akatan

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai peximg
kemasyarakatan yang bertugas membimbing wargabpemasyarakatan
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangaadamang berlaku.
Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasy&aakéBAPAS) itu
sendiri. Tujuannya adalah membimbing wargabinaamasgarakatan
untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak meaggil tindak pidana
lagi. Menurut pasal 6 ayat 3 UU No. 12 Tahun 19%mtang
pemasyarakatan, BAPAS melaksanakan pembimbingarady@rakatan

terhadap sebagai berikut :
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Pembagian Klien Pemasyar akatan menurut pasal 6 ayat 3 UU No. 12

KLIEN
PEMASYARAKATAN

Tahun 1995 tentang Pemasyar akatan

TERPIDANA
BERSYARAT

PELEPASAN

BERSYARAT

CUTI MENJELANG
BEBAS

CUTI BERSYARAT

ANAK

1.0RTU ASUH ATAU
BADAN SOSIAL

2. ORTU ATAU
WALINYA

(Data Sekunder, diolah November 2012)

Dalam penelitian ini yang kaji adalah pelaksanagi&an kerja terhadap

klien dewasa sehingga untuk klien anak tidak teukadalam pembahasan

penelitian ini. Seksi bimbingan klien dewasa (tudésdang tekhnis) mempunyai

tugas melakukan

memberikan bimbingan kerja kepada klien dewasag yaaliputi fungsi:

registrasi,

memberikan bimbingammadsyarakatan dan

1. Melakukan tugas dan pencatatan, pendaftaran, dslkobipi, statistik,

analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Su&i Belistrasi;

2. Melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan,

membuaeljian

kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang meryikuti sidang

TPP pada LAPAS, kunjungan rumah klien, memangginktlalam rangka
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pembinaan klien pidana bersyarat,lepas bersyarat aldéi menjelang

bebas yang dilaksanakan oleh sub seksi bimbingaasgarakatan;

3. Melakukan tugas memberikan bimbingan kerja kepadatam narapidana
dan klien yang memerlukan, yang dilaksanakan oléh&eksi bimbingan
kerja.

Pembimbingan terhadap klien dewasa meliputi perpinigan terhadap
narapidana yang memperoleh Pidana bersyarat, AsimRPembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Menurut Pasal 2 PERMEN M.2PK.04-10 TAHUN 2007 Bewj syarat
dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasasydat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dermgas-asas dalam
penyelanggaraan tugas umum pemerintah dan pembamgerta berdasarkan
atas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayapandidikan
pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat smgnukehilangan
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaaiegaminnya hak untuk
tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-oeaegtiu sehingga narapidana
bisa kembali kemasyarakat dengan baik sepertisebelelakukan tindak pidana.

Tidak semua narapidana bisa mendapatkan AsimilBeimbebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cutisgarat (CB), karena hanya
narapidana yang memenuhi syarat substansif dannadratif saja yang bisa
mendapatkannya. Menurut pasal 6 PERMEN M.2PK.04TKHUN 2007
Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimitasibebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti MenjelBebas. Seperti yang telah

dijelaskan didalam tinjauan pustaka bab 2.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan teph&asubsi bimker
diperoleh hasil bahwa, syarat-syarat substansifathministratif harus dipenuhi
oleh klien pemasyarakatan,karena syarat-syaraehberswajib dipenuhi oleh
narapidana yang akan menjadi klien pemasyarak#pabila salah satu dari
syarat tersebut tidak terlaksana maka, klien tidakdapatkan bimbingan keffa.

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS tidak harditakukan
terhadap narapidana yang mendapatkan AsimilagpBshn Bersyarat (PB), Culti
Menjelang Bebas (CMB), atau Cuti Bersyarat (CB)apetjuga melakukan
pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatdangpbersyarat dengan
dasar pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukutarfa sejak tahun 1927 No.
251 jo.486, lahirlah ketentuan sebagaimana biasabdt peraturan tentang
“hukuman dengan perjanjian” atau “hukuman bersyahatkuman bersyarat ialah
narapidana tanpa harus dimasukkan kedalam penjbegapi narapidana
diwajibkan menandatangani perjanjian yang diadadkamgan hakim. Perjanjian
ini mewajibkan terpidana agar menjalani masa pe@onb(dalam pengawasan)
dan diharapkan tidak melanggar hukum lagi (res)diapabila terulang maka
perjanjian tersebut akan dicabut dan terpidana adtiamasukkan kedalam
penjara> berikut ini nama beberapa klien dewasa yang mextkap pembebasan

bersyarat dan berada dalam bimbingan BAPAS KeMalang.

> Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimkeri6aiz2013
** Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimbrkllewasa, tanggal 31 November 2012
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Tabel 4.6

Data Klien Pemasyar akatan BAPAS Kelas 1 Malang yang M endapatkan
Pembebasan Ber syar at

NO

Pria Wanita Anak Total

854 59 = 91z

(Data Sekunder, diolah November 2012)

Data diatas terlihat bahwa yang mendapatkan persbebaersyarat
terdiri dari pria berjumlah 854 dan wanita terdiari 59 orang. BAPAS juga
melaksanakan pembimbingan terhadap narapidana yaegdapatkan Cuti
Menjelang Bebas (CMB). Menurut pasal 1 angka 3 PERNMM.2.PK.04-10
TAHUN 2007 Tentang Syarat dan tata cara pelaksaAaanilasi, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyaatii Menjelang Bebas
adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidanbuar Lembaga
Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertigggsa pidana, sekurang-
kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. pldema yang mendapatkan
Cuti Menjelang Bebas menjadi klien BAPAS sejak nmagradkan Surat Keputusan
yang menyatakan dirinya mendapatkan Cuti MenjeBebas. Berikut ini nama

beberapa nama klien BAPAS yang mendapatkan CutjeéNéery Bebas.
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Tabel 4.7

Data Klien Pemasyar akatan BAPAS K elas 1 Malang yang mendapatkan Culti
Menjelang Bebas (CMB) Bulan November 2012

No Pria Wanita Anak Total

(Data Sekunder : Diolah, November 2012)

Data klien pemasyarakatan yang mendapatkan cutijetaeg bebas
dibulan November hanya berjumlah 1 orang. Tidakyagmembebasan bersyarat
Bapas juga melaksanakan pembimbingan terhadap iNargpyang mendapatkan
Cuti Bersyarat. Menurut pasal 1 angka 4 PERMEN RK24-10 Tahun 2007
Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaannya Asipmlambebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti Past adalah proses
pembinaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Marepdan Anak Pidana
yang dipidana 1 (satu) tahun kebawah, sekurangigusa telah menjalani 2/3
(dua pertiga) masa pidana. Berikut ini nama kligxPBS Kelas 1 Malang yang

mendapatkan Cuti Bersyarat.
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Tabel 4.8

Data Klien Pemasyar akatan BAPAS Kelas 1 Malang yang M endapatkan

Cuti Bersyarat

NO

PRIA WANITA ANAK TOTAL

63 4 - 67

(Data Sekunder : Diolah, November 2012)

Pada bulan November diketatdata klien pemasyarakatan BAPAS yang
mendapatkan cuti bersyarat pria berjumlah 63 omd&g wanita berjumlah 4
orang. BAPAS selaku pembimbing kemasyarakatan ni@ruigas yang sangat
penting dalam pembimbingan narapidana yang telamjadie kliennya.
Berdasarkan data yang diperoleh, maka klien yahiggpaanyak mendapatkan
pembebasan bersyarat dengan jumlah 913 orang dandala diatas dapat
diketahui juga bahwa klien yang mendapatkan pendagbabersyarat, cuti
menjelang bebas, dan cuti bersyarat ialah kliengyakan dibimbing oleh
BAPAS, dan disamping itu juga mereka berhak men#tapabimbingan yang
diberikan BAPAS kepada mereka, baik bimbingan rghasikis serta bekal
kegiatan kerja. Oleh karena itu dalam melaksanalkgas dan fungsinya selaku
pembimbing kemasyarakatan, BAPAS mempunyai tahagptalalam melakukan
pembimbingan terhadap kliennya, yaitu sebagai berik
1. Tahap I, Bimbingan Awal yang meliputi penelitian sparakat dan laporan

perkembangan klien. Penelitian masyarakat Bimbinddakukan dengan

meneliti latar belakang klien, keluarga dan madyardisekitar klien dewasa.
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Laporan perkembangan klien dilakukan dengan mephatembangan klien
mulai pada saat menjadi klien BAPAS sampai padalaparan dibuat. Tidak
semua pegawai dapat membuat litmas, yang dapat oaniitmas yaitu
hanya yang telah memiliki surat keputusan PK dajeB Kemasyarakatais.

. Tahap II Bimbingan Lanjutan yaitu pelaksanaan p@ogrbimbingan
kemasyarakatan dan bimbingan kerja yang dilakukeh BAPAS dengan
bekerjasama dengan pihak luar dalam hal keteramgéga, namun hal ini
tidak terlaksana dengan baik karena disebabkanbelkérapa faktor.

. Tahap 1ll, Bimbingan Akhir, yaitu klien masih dalat@mhap pembimbingan
oleh BAPAS. Pada tahap ini juga dilakukan penelitidan penelitian
terhadap keseluruhan tahapan pembimbingan klidangenya BAPAS akan
mempertimbangkan akan kemungkinan bimbingan tanmbaky@abila dilihat
klien dapat selesai atau tidak, apabila ada penlaamya maka ditambahkan
apabila tidak ada penambahan maka klien berakhjsegebimbingari®

Dilakukannya itu semua agar tercapainya tujuan &b yang

dilakukan oleh BAPAS sesuai ketentuan yang berialkah Tujuan Pembinaan

Menurut Sistem Pemasyarakatan dalam keputusan M&®hakiman Republik

Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentgmga pembinaan

Narapidana/Tahanan yaitu secara umum pembinaampidana bertujuan agar

mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagai yaagatelah menjadi arah

pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

1. Memantapkan iman atau ketahanan mental mereka.

** Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimker igaiza2013

3% Wawancara dengan Imam Wahyudi subsi BimKemasgtrig Januari 2013
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2. Membina mereka agar mampu berinteraksi secara wajdalam
kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakian
kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah ataamj

pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan elzana masa pembinaan dan

sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan keyeaa dirinya
serta bersikap optimis akan masa depannya.

b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampintuk
bekal mampu hidup mandiri dan berpasrtisipasi dakemiatan
pembangunan sosial.

c. Berhasil menjadi manusia yang patuh pada hukum yencgrmin
pada sikap dan perilakunya yang tertib dan dispéitra mampu
menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

d. Berhasil memiliki jiwa semangat pengabdian terhaoapgsa dan
negard®

Dengan tujuan pembinaan tersebut BAPAS juga mienbiéberapa metode
dalam pembimbingan, metode yang dilakukan BAPA®a@ap klien dewasa
yaitu sebagai berikut :

1. Mendatangi rumah klien, merupakan pembimbingangyditakukan oleh

BAPAS vyaitu dengan cara datang langsung kerumadm liemasyarakatan

dewasa pada waktu-waktu tertentu untuk mengabsen &ékaligus melihat

*® Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Mdtehakiman Republik Indonesia
Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Peadrin
Narapidana/Tahanan.Jakarta,Departemen Kehakimaadi.



64

perkembangan klien pemasyarakatan. Tapi tidak selapat dikunjungi oleh
BAPAS hanya beberapa klien saja yang dapat dikgmumleh karena
beberapa hal yaitu klien lebih menyukai untuk dgt&e BAPAS karena
merasa malu ketika pihak BAPAS datang untuk menggip langsung
kerumah mereka, dan juga kekurangan pegawai untekjamgkau atau
mendatangi rumah klien.

2. Pemanggilan klien merupakan rutinitas yang dilakukéeh klien selama
masih bimbingan di BAPAS untuk datang kekantor B/A&Pgetiap bulannya,
dalam rangka pembimbingan kepada klien pemasyanmakatara ini
dilakukan untuk klien pemasyarakatan dewasa, untakgabsen dilakukan
sekali dalam sebulan, tidak hanya mengabsen teiggiklien akan diberikan
bimbingan dari pihak BAPAS , apabila terlambat atadah waktunya untuk
bimbingan atau absen dan lewat dari jadwal yanghtelitentukan, maka

klien dihubungi agar datang secepatiya.

BAPAS Kelas 1 Malang mempunyai tugas pokok, ya#suai dengan
peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undangamdo 12 tahun 1995 dan
dalam penerapannya Dalam pasal 1 Keputusan Mdfg¢bakiman Rl No.M.01-
PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dgaratsyarat Bagi
Pembimbing Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa PdymgrKemasyarakatan

adalah petugas kemasyarakatan BAPAS.

*’ Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimbrkilewasa, tanggal 31 November 2012
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Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan semeicantum dalam
pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman Rl NdOIMPK.10 Tahun 1998,

menyebutkan bahwa:

a. Melakukan penelitian masyarakat, untuk:
1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakatard
perkara anak nakal,
2. Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS da
anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak;
3. Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan
4. Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dam ata
bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingaia Keagi
klien pemasyarakatan.
c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain daryamakat yang

meminta data atau hasil penelitian kemasyarakdiam tersebut,

o

. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerja&arsla yang
melaksanakan tugas pembimbing, dan .

e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak digtuhi

pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yesegakkan

kepada orang tua, wali atau orang tua asuh darg drenwali dan

orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata umhefaksanakan

bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda gaten Lembaga
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Pemasyarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempaikumelaksanakan

pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dalam teori tujuan pemidanaan, Indonesia mengg@amad&ori gabungan
yaitu gabungan antara teori absolut dan teoriivelaada yang menitikberatkan
pembalasan dan pembinaan, ada pula yang ingin wgamr pembalasan dan
prevensi seimbang. Seperti yang telah diatur tgntajuan penjatuhan pidana,

yaitu :

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menagakiorma
hukum demi pengayoman masyarakat,

b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengamikide
menjadikannya orang yang baik dan berguna,

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakidana,
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa ddaiam
masyarakat,

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dengan memakai teori gabungan tersebut agar méwmbepembalasan

terhadap narapidana atau membalas kesalahan ydalg ddakukan oleh
narapidana tetapi tidak sekeras teori absolut daradanya pembinaan yaitu
memberikan serta agar mengamankan masyarakat. Kaimdarsebut dilakukan
agar mengamankan dan memelihara tujuan untuk mevaiden terpidana
kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dia dapayadari kesalahannya dan

tidak mengulangi tindak pidananya lagi.
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Indonesia memakai teori gabungan karena disampituk menyadarkan
narapidana akan kesalahannya tetapi juga merupakambawa narapidana agar
dapat menjadi manusia yang bertanggungjawab selé& tnenyimpang dari
peraturan yang ada. Agar tidak mengulangi tindgkHatan tersebut dan dapat
diterima oleh masyarakat, maka mereka diberi bigdoinrohani, bimbingan
psikis dan bimbingan kegiatan kerja. Sehingga péasha dilakukan bukan
hanya untuk mendapatkan imbalan kejahatan yangkads&ukan tetapi mereka
mendapatkan pembinaan, ketika mereka keluar daAA3\ mereka akan diberi
bimbingan oleh BAPAS, salah satunya ialah bimbinkagiatan kerja bagi klien
pemasyarakatan agar ketika mereka tidak lagi meng@pidana, mereka dapat
memenuhi kehidupan mereka serta menjadi manusig yemiliki bekal untuk
bertahan hidup, dengan itu dapat dilihat bimbindesgiatan kerja klien

pemasyarakatan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Data Klien Bimbingan K egiatan Kerja bagi Klien Pemasyar akatan

NO Kegiatan Kerja Tahun Peserta
Menjahit 2009 15 orang
2. Las (bengkel) 2010 19 orang
3. Mengemuc 2011 40 orani
4. Mengemudi 2012 20 orang

(Data sekunder, diolah Januari 2013)

Data klien yang mendapatkan kegiatan kerja paoant2009 terdiri dari
15 orang peserta, las (bengkel) 19 orang, sertagemendi 60 orang, dari data

diatas dapat diketahui bahwa kegiatan kerja yarimgydanyak diikutin oleh
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klien pemasyarakatan ialah pelatihan mengemudulddapat melaksanakan dari
tugas pokok yang ada pada BAPAS Malang, maka BAR&&Ng menciptakan
lapangan pekerjaan kepada klien agar mendapatk&erjpen serta dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya, berdasarkan tabeladiatapat diketahui
bimbingan kegiatan kerja kepada klien tersebuttuykerja las (bengkel las),
belajar mengemudi, menjahit. Dengan demikian, ketijgara klien atau
wargabinaan keluar dari LAPAS, mereka dapat merkgknampuan. Bimbingan
yang diberikan BAPAS berupa kerja las (bengkel Yas)g didirikan pada tahun
2010 hingga saat ini masih tetap berjalan. Tidakyhabimbingan dibidang
bengkel las, BAPAS juga memberikan bimbingan berlgidbnan mengemudi
kepada klien pemasyarakatan. Pelaksanaan kegiaga ki dilakukan oleh
BAPAS bagi klien pemasyarakatan dengan bekerjaskepada wiraswasta

maupun orang dalam ahli dalam bidang tersebut.

Tujuan diadakan bimbingan tersebut agar ketikeankpemasyarakatan
keluar dari balai pemasyarakatan mereka memilki dmapuan dan dapat
dikembangkan serta dapat memenuhi kebutuhan melakaidak mengulangi
kesalahan mereka. Serta memberikan kesempatang&lea agar mendapatkan
suatu pekerjaan atau kemampuan, yaitu berupa byabikerja las (bengkel las),
serta latihan mengemudfBengkel las telah lama berjalan pada tahun 2009 dan
sampai saat ini, masih ada beberapa klien pemasgarayang masih bekerja dan
tetap disana dan ada juga ketika mereka telah rpatiden pengetahuan atau

kemampuan mereka memilih bekerja ditempat lain kntmemenuhi

** Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimker, 5ébber 2012



69

kelangsungan hidup merekadan latihan mengemudi juga telah berjalan pada
tahun 2011 sampai pada saat ini masih berlangslamgada yang mendapatkan
pelatihan ada juga yang tidak mendapatkan. Untulkdaggatkan pelatihan
mengemudi itu dipilih oleh BAPAS dan tidak semuandegpatkan bimbingan
pelatihan mengemudidikarenakan kurangnya anggaran yang dimiliki oleh

BAPAS.

BAPAS juga pernah mengadakan kursus menjahit @danap berjalan
pada tahun 2009 tetapi sampai saat ini sudah tdaklagi*' Tidak hanya itu,
klien juga memiliki karya yang mereka miliki dan reka dapat jual di pasar
minggu. Tetapi hanya sebagian yang mendapatkanmigadan itu karena
kurangnya niat kerja sebagian wargabinaan pemdstara yang tidak mau
mengikuti kegiatan kerja yang telah dilaksanakah dAPAS, tetapi beberapa
dari mereka mengikuti bimbingan kerja tersebutikieemereka telah menguasai,
dan memiliki kemampuan dalam bidang tersebut memdpat menciptakan
lapangan pekerjaan atau bekerja ditempat lain utebkh dapat mencukupi
kebutuhan mereka. Tetapi ada sebagian yang samad sdi&k mau terjun dan
ikut serta dalam bimbingan kerja dikarenakan beizertel, yaitu kurang adanya
niat, tidak sesuai dengan bidang atau keahlian seereka memiliki kemampuan
yang lain.** tetapi dalam pelaksanaan kegiatan kerja yang tdiahat oleh
BAPAS sudah dapat dikatakan berjalan dengan baikkimen kekurangan
anggaran dari pemerintah untuk mengembangkan daamimh bimbingan kerja

dan BAPAS juga bekerjasama dengan pihak swast& smtmambah bekal kerja

%9 Wawancara dengan C , klien pemasyarakatan, 1Zdai 2
“Wawancara dengan Y, klien pemasyarakatan, 11 da0e?
“ Wawancara dengan N, klien pemasyarakatan, 13 d&0i2
*> Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimker, 5ébeer 2012
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bagi klien pemasyrakatan, selain dari hal yangadiaigar klien pemasyarakatan

mendapatkan ilmu atau keahlian dalam berbagai maodang.

C. Kendala BAPAS Klas 1 Malang Dalam Melaksanakan Program

Bimbingan Terhadap Wargabinaan Pemasyar akatan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai gyvesg bagi para
wargabinaan pemasyarakatan dalam bimbingan pekerja#u dengan cara
langsung datang ke rumah klien dan dengan cara &h¢ang sendiri ke BAPAS
Malang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dmaltubuh BAPAS
mengalami kendala baik internal maupun eksternaid&sarkan hasil wawancara
yang dilakukan penulis, maka dapat diketahui balwwadala-kendala yang
dihadapi BAPAS Malang dalam menjalankan bimbingaik berupa internal

maupun eksternal, diantaranya sebagai berikut:

Kendala Internal yaitu:

1. Kendala dalam Kuantitas BAPAS
Dengan jumlah 982 klien BAPAS Malang yang sedangjai@kan masa
bimbingan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yamya 35 orang
pegawai yang bertugas sebagai pembimbing pemasyarakii BAPAS
Klas 1 Malang sedangkan jumlah klien pemasyarakatjumlah 982
orang, sehingga dengan kekurangan tenaga ini jagatdmenjadikan
kendala dalam bimbingan kerja. Dan dengan keteshatatenaga

pembimbing Kemasyarakatan inilah membuat tidak serkiien tidak
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dapat dikunjungi secara langsutigApabila beberapa para pegawai
mengunjungi secara langsung, yang akan mengerjakas didalam akan
kekurangan anggota, sehingga keterbatasan kuantpagawai
mengakibatkan salah satu kecenderungan tidak dagagunjungi secara
langsung klien pemasyarakatan.

2. Kendala Dalam Berkomunikasi
Untuk komunikasi BAPAS Kelas 1 Malang memang bédmearar
mengalami kesulitan terutama bagi klien yang berkakasi bahwa
bahasa Madura, seperti klien yang tempat tinggaliyaerah Pasuruan
yang hanya bisa berbicara menggunakan bahasa Msajaratidak dapat
menggunakan bahasa Indondéialiakibatkan tidak mengetahui bahasa
daerah lain, dan klien yang tidak bisa berbasariesia yang benar maka
komunikasi antara BAPAS dan klien pemasyarakatalunbedapat
menyatu dikarenakan bahasa tersebut.

3. Kendala dalam Luas Wilayah
Sebagian klien pemasyarakatan tidak hanya berpekedoddi kota
malang, tetapi diberbagai daerah jawa timur daitezela. Dimana para
pihak BAPAS tidak dapat langsung terjun ke daelladmalang untuk
memberikan bimbingan atau mengunjungi klien pemasgaan, karena
kurangnya dana dan kurangnya kuantitas untuk dapatangkau daerah
yang jauh dari kota malarfg.Apabila dana mencukupi, maka BAPAS

dapat menjangkau klien yang bertempat tinggal @ar terpencil, karena

* Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimbrkilewasa, tanggal 31 November 2012
*Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimker,3&iber 2012
5 Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimkerg@eiiber 2012
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tidak didukung oleh dana, sehingga BAPAS hanya tdapenjangkau

daerah yang dapat terjangkau.
Kendala Eksternal yaitu:

1. Kendala dalam hal anggaran

Dalam hal Anggaran yang diperoleh BAPAS Klas 1 Mgladari
pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi parankfiang bimbingan
kerja tidak seimbang dengan apa yang diperlukamaba dengan jumlah
982 klien pada bulan november yang memperoleh Ipigali serta
sekarang masih menjalankan masa bimbingan, tidaluseklien dapat
bimbingan keterampilan dari pihak BAPAS karena dgaag minim?®
Sehingga BAPAS hanya dapat memberikan bimbingaatipeh kerja
yang hanya bebrapa saja, dikarenakan tidak dapatiptakan pekerjaan
latihan akibat keterbatasan dana yang diberikam pé&nerintah terhadap
BAPAS. dalam pelaksanaannya sampai saat ini, part8APAS hanya
dapat memberikan satu atau dua pelatihan kerja.

2. Klien yang telah diberikan kesempatan dalam bekesgperti salah
satunya bengkel las, dan pelatihan mengemudi yamgpa saat ini
berjalan, tetapi sebagian dari klien tersebut tislaku memanfaatkan
kesempatan yang diberikan tersebut dikarenakann imgendapatkan
sesuatu secara instafif.tetapi ada juga dikarenakan beberapa hal klien
tidak menerima kegiatan kerja tersebut yaitu kardeggiatan kerja yang

disediakan oleh BAPAS tidak sesuai dengan minat lolkat mereka.

¢ Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimbrkbewasa, tanggal 31 November 2012
* Wawancara dengan Indung Budianto, Kasubsi Bimbrkilewasa, tanggal 31 November 2012
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BAPAS tidak dapat memberikan atau menyediakan bsamamacam
kegiatan kerja kepada klien pemasyarakatan dikkegnanggaran yang
sedikit sehingga banyak Kklien tidak dapat mengikkgigiatan kerja
tersebut oleh keterbatasan kegiatan kerja sangatnmdan selain itu juga
kegiatan kerja yang disediakan oleh BAPAS hanyeeitzia yang dapat
mengikuti salah satunya pelatihan mengemudi kar@mggaran yang
sedikit sehingga yang dapat diberi pelatihan hangberapa saja, dan
beberapa yang tidak mau mengikutin karena tidakaserinat sehingga
ketika mereka keluar dari BAPAS, ada beberapa y@dak memiliki
kemampuan untuk bekerja dikarenakan beberapa fékteebut terutama
klien yang sama sekali tidak memiliki skill ataurk@mpuan.

3. Lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpen@@mbuat sulit untuk
dijangkau dengan kendaraan umum serta alamat ileg dicatat oleh
BAPAS Malang tidak jelas dan tidak sama dengan alamng sebenarnya
dikarenakan klien memberi alamat yang tidak seBuetidakjelasan
alamat tersebut mempersulit BAPAS Malang dalam mejugi klien
pemasyarakatan apalagi yang berada dalam daerah stssah untuk
dikunjungin seperti daerah yang terplosok, semakempersulit BAPAS
untuk mengunjungin klien yang pemasyarakatan dala@lakukan

pembimbingan.

“8 \Wawancara dengan Eko Subagiyo, kasubsi bimkerg@eiiber 2012
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D. Upaya yang Dilakukan BAPAS Malang Untuk Mengatass Hambatan
Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerja
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh BAPASakta dalam
menjalankankan bimbingan pelaksanaan kegiatan keggi Kklien
pemasyarakatan, maka diperlukan upaya dari BAPA®lise dibidang

internal maupun eksternal BAPAS.

Hal Internal yaitu

1. Dengan jumlah pegawai BAPAS Malang yang sedikitn ddien
pemasyarakatan yang berjumlah lebih banyak dibgkdmpegawai maka
BAPAS Malang berusaha bagaimana caranya setiap kiiempunyai
Pembimbing Kemasyarakatan. BAPAS Malang juga béausantuk
merekrut orang-orang yang dengan sukarela inginjadempembimbing
pemasyarakatan tapi, diperkembangan zaman yandubesdglit untuk
mencari tenaga sukarelawan, sehingga tidak adanaga sukeralawan
yang dapat membantu pembimbingan BAPAS.

2. Para pegawai BAPAS Malang terutama yang bertugakagse
pembimbing Kemasyarakatan diusahakan dapat berahadura, agar
mempermudah komunikasi, agar antara pembimbing Kyanakatan
dengan klien dapat berkomunikasi dengan baik tagaamya komunikasi
yang tidak jelas. Karena ada klien yang beradaadioalang, tidak hanya
didaerah malang, sehingga pihak BAPAS diharapkatukurdapat

mempelajari bahasa tersebut supaya ketika melakyieambimbingan
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kepada klien pemasyarakatan adanya komunikasi pailg dan tidak
terhambat dalam pembimbingan oleh karena masalamdmhasa.

3. Dengan luas wilayah yang kurang terjangkau BAPA&avg berusaha
agar dapat mengunjungi dan memberi bimbingan kagidierja bagi
wargabinaan pemasyarakatan yang berada diluar Nlad@mgan cara
BAPAS Malang bekerjasama dengan pemkot dimana kiema berada,
sehingga dapat menjangkau klien pemasyarakatandibrag malang dan
terlaksananya bimbingan tersebut. Wilayah kerja B8Malang meliputi
kota Malang, kabupaten Malang, kabupaten Batu, Kotdbolinggo,kab
probolinggo, kab pasuruan, kota Pasuruan, dan lamgajAgar semua
klien yang berada diluar malang mendapatkan binasingang sama

meskipun berada diluar malang.

Hal Eksternal, yaitu:

1. Dengan anggaran yang sedikit BAPAS Malang berussdraaksimal
mungkin anggaran atau dana yang ada harus cukwk umélakukan
bimbingan bagi para klien yang mendapatkan bimingagiatan kerja
agar program pembimbingan yang ada dapat berjadsuas dengan
diharapkan serta terlaksana dengan sebaik-baiknyak umewujudkan
klien yang memiliki bekal dan menjadi manusia yardapat
bertanggungjawab. Serta BAPAS tidak hanya memberiBisnbingan
bekal kerja dari BAPAS Klas 1 Malang sendiri, tet&APAS juga
melakukan kerjasama kepada pihak swasta atau @nsssrasta untuk
mempermudah klien mendapatkan kegiatan kerja sedmperbanyak

bekal dan kemampuan bagi klien, tujuan dilakukaseteut agar klien
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memiliki bekal maupun kemampuan sehingga ketikankiinendapatkan
pekerjaan dan skill untuk mempertahankan kehidugaran menjadi
manusia yang bertanggungjawab.

2. Dengan kekurangan sumber daya manusia untuk bekegka BAPAS
mendorong para klien agar mau bekerja. Terutamadeaeklien yang sama
sekali yang tidak memiliki kemampuan atau skillaslalbekerja. Karena
tidak semua klien memiliki kemampuan dalam bidamkepaan dan
memiliki background berpendidikan, maka tujuan dkah ini agar klien
dapat memiliki kemampuan dalam bekerja sehinggaktichengulangi
kesalahan lagi dan menjadi manusia dapat memenefiutikhan
kehidupannya serta menjadi manusia yang bertangguag.

3. Kurang lengkapnya alamat yang diberikan oleh kliemasyarakatan, dan
daerah yang susah dijangkau oleh kendaraan, BAPARNY berusaha
untuk mencatat alamat klien sejelas dan selengkamkmn sesuai dengan
keadaan tempat tinggal klien, agar dalam melakuambingan lebih
mempermudaf’agar tidak mempersulit BAPAS untuk mengunjungirklie

pemasyarakatan. Sehingga dapat tercapainya tugdargsi BAPAS.

9 Wawancara dengan Indung Budianto, kasubsi bimkéddsember 2012
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BABV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakitBAPAS Kelas 1
Malang dilaksanakan dengan cara memberi bekal teagicerja kepada
klien, agar ketika mereka kembali kedalam lingkungeemasyarakatan
mereka memiliki kemampuan dan manusia yang bertargjgwab.

2. Kendala yang dialami oleh BAPAS Klas 1 Malang dalaelaksanakan
kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan melipetidala internal dalam
tubuh BAPAS sendiri, yaitu: Kuantitas SDM BAPAS, rBemunikasi,
Luas Wilayah. Sementara kendala eksternal diluaPB83 meliputi :
Anggaran, Wargabinaan kurang mau mengikuti kegiatkerja,
ketidakjelasan alamat.

3. Upaya BAPAS dalam menghadapi kendala tersebut ladkéndala
internal yaitu dengan cara BAPAS meningkatkan Stdsintitas BAPAS,
mempelajari bahasa madura, dan bekerjasama derggakop dimana
klien berada. Upaya dalam Eksternal yaitu semaksimangkin
digunakan anggaran yang ada, memotifasi klien agau mengikuti
kegiatan kerja terutama yang tidak memiliki kemaerpsama sekali, dan

Mencatat alamat klien dengan lengkap agar mudamgikgin.
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B. Saran
1. Bagi Pemerintah:

a. Disarankan agar Pemerintah dapat menambahkan amggar
dana BAPAS, agar tidak menghambat pelaksanaan tiagia
kerja klien pemasyarakatan.

b. Disarankan agar pegawai BAPAS sumber daya Manusia
pegawai BAPAS dapat ditambahkan, agar tidak kelgaan
untuk melakukan pembimbingan terhadap klien
pemasyarakatan.

2. Bagi BAPAS :

a. Perlu peningkatan pelatihan bagi pegawai BAPAS kuntu
meningkatkan Sumber Daya Manusia BAPAS, untuk
memenuhi kebutuhan psikolog/ pembimbingan.

b. Perlu memperbanyak kerjasama terhadap institusiadil
BAPAS, agar dapat berjalan dengan baik.

c. Agar menambah variasi bekal bimbingan kerja.

3. BagiKlien :

Disarankan agar mau mengikuti pelatihan kegiataja k&ng telah

disediakan oleh BAPAS terutama bagi klien yangktideemiliki

keahlian.
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